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|.  PENDAHULUAN

12 (Dua Belas)

2022-2023

\

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan
Standardisasi Nasional, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang.

Rabu, 7 Juni 2023

11.00 WIB

Terbuka.

M. Sarmuii, S.E., M.Si/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara | Lt 1

JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Pembahasan mengenai :

1. RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2024;
. Evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2022 dan Realisasi Semester |
2023, dan
. Lain-lain.
15 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;

3
1.
2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kukuh S. Achmad;
3
4

N

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Afif Hasbullah;
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang, Junaidi Al.

Beserta jajaran.

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang

tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat

Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional, Ketua Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas



dan Pelabuhan Bebas Sabang pada pukul 11.08 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Rapat di skor dan dilanjutkan kembali pada pukul 11.16 WIB.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 7 Juni 2023, dengan acara dan waktu

sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuiji, S.E, M.Si.

IIl. KESIMPULAN

1.

Komisi VI DPR Rl menyetujui pagu indikatif Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun

Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas

Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April

2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar

Rp.228.483.822.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga

Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 135.323.956.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima
Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp. 93.159.866.000,- (Sembilan Puluh Tiga Miliar
Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun

Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas

Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April

2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar

Rp.115.485.314.000,- (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga

Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan alokasi anggaran yang terdiri dari:

a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp. 23.695.637.000,- (Dua Puluh Tiga
Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.91.789.677.000,- (Sembilan Puluh Satu Miliar
Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.192.562.720.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua
Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan alokasi

anggaran yang terdiri dari:



4.

a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp.78.331.043.000,- (Tujuh Puluh
Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

b. Program Dukungan Manajamen sebesar Rp.114.231.677.000,- (Seratus Empat Belas Miliar
Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor

B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L

Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp.62.306.538.000 (Enam Puluh Dua Miliar

Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan alokasi anggaran

yang terdiri dari:

a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 37.673.291.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar
Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp.24.633.247.000.- (Dua Puluh
Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp. 99.082.550.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Dua Juta Lima
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk pelaksanaan program prioritas
Tahun 2024.

Komisi VI DPR RI meminta Badan Standardisasi nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang (BPKS Sabang) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.



lll. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 14.15 WIB.

KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Ttd.

KUKUH S. ACHMAD

KETUA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Ttd.
AFIF HASBULLAH

KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Ttd.

JUNAIDI ALI

PIMPINAN KOMISI VIDPRRI
KETUA RAPAT,

Ttd.

M. SARMUJI, S.E., M.Si
A-318




